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2) bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. 

Pasal 145 

(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang 

digunakan langsung untul{ tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh 

Tim BGS /BSG berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan nilai wajar 

barang milik daerah dan analisis dari Penilai. 

(2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas 

dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG. 

(3) Apabila diperlukan, Walikota melalui Pengelola Barang dapat 

menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG 

yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan. 

/'\ (4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan 

(5) 

langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit 

terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra. 

Besaran kontribusi tahunan dan basil BGS /BSG yang digunakan 

langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan Walikota. 

Pasal 146 

(1) Mitra BGS/BSG barus melaksanakan pembangunan gedung dan 

fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian 

BGS/BSG. 

r \ (2) Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan 

gedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka: 

a. mitra menyerahkan basil BGS /BSG yang digunakan langsung 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan 

sebagaimana ditentukan dalarn perjanjian BSG /BGS; 

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan basil BGS yang 

dibangun sesuai dengan perjanjian BGS; dan 

c. mitra menyerahkan hasil BSG kepadaWalikota. 

(3) Hasil BSG sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 

barang milik daerah. 
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Pasal 147 

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 109 mutatis mutandis berlaku 

untuk pelaksanaan BGS /BSG yang berada pada Pengelola Barang. 

Bagian Kedua Belas 

Tata Cara Pelaksanaan BGS /BSG 

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah 

Yang Berada Pada Pengguna Barang 

Pasal 148 

(1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang 

/'""'\ dapat dilakukan BGS /BSG berdasarkan: 
I 

a. 

b. 

inisiatif Pengguna Barang; atau 

permohonan dari pihak lain. 

(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS /BSG barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan 

dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS /BSG yang ditujukan 

kepada W alikota. 

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG 

yang ditujukan kepada Pengguna Barang. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain: 

a. latar belakang permohonan; 

b. rencana peruntukan BGS /BSG; 

c. jangka waktu BGS/BSG; 

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 

e. usulan persentase hasil BGS /BSG yang digunakan langsung 

untuk tugas dan fungsi pemerintahan. 

Pasal 149 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG 

terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

148 ayat (3) kepada Walikota, yang memuat: 

a. latar belakang permohonan; 

b. rencana peruntukan BGS /BSG; 

c . jangka waktu BGS /BSG; 

b 
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d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 

e. usulan persentase hasil BGS /BSG yang digunakan langsung 

untuk tugas dan fungsi pemerintahan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai: 

a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan 

BGS/BSG; 

b . data pemohon BGS /BSG; 

c. proposal BGS/BSG; 

d. data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS /BSG; dan 

e. lnformasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG. 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 

menegaskan bahwa: 

a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok 

SKPD/unit kerja; dan 

b. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan 

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. 

(4) lnformasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai: 

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 

b . bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. 

(5) Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang 

bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka 

permohonan BGS/BSG kepada Walikota tidak perlu disertai data 

pemohon BGS /BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. 

(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dan ayat ( 5), Pengelola Barang melakukan penelitian 

administrasi atas barang milik daerah yang akan dilakukan BOS /BSG. 

(7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) kepada Walikota. 

Pasal 150 

( 1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 149 ayat (7), Walikota dapat memberikan persetujuan atau 

penolakan terhadap permohonan BGS /BSG. 
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(2) Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Walikota 

menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna 

Barang dengan disertai alasan. 

(3) Apabila Walikota menyetujui permohonan BGS/BSG, Walikota 

menerbitkan surat persetujuan. 

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat 

persetujuan Walikota dan kewajiban . Pengguna Barang untuk 

menyerahkan barang milik daerahyang akan dijadikan sebagai objek 

BGS / BSG kepada Walikota. 

(5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada . Walikota sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 4), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

;----., Pasal 151 

(1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan 

dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Walikota berdasarkan 

pertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang. 

(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

98 sampai dengan Pasal 109 berlaku mutatis mutandis terhadap 

pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada 

pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang 

kepada Walikota. 

BAB VII 

KSPI 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 152 

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan: 

a . dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur 

guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaan infrastruktur; dan 

c . termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 
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Pasal 153 

(1) Kewajiban Mitra KSPI selamajangka waktu KSPI adalah: 

a. dilarang menjarninkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 

barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 

b . wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan 

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang 

terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 

ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

(2) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI 

kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI 

sesuai perjanjian. 

(3) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang 

0 milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai 

perjanjian. 

r'-, 

(4) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 154 

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan 

infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf c sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pasal 155 

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah: 

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; atau 

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

{2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan 

badan usaha. 

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha 

yang berbentuk: 

a. Perseroan Terbatas; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 
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c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

d . Koperasi. 

Bagi.an Ketiga 

PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pasal 156 

(1) PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk 

dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja 

sama pemerintah daerah dengan badan usaha. 

(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perturan perundang-

r'-- undangan. 

Bagian Keempat 

Objek KSPI 

Pasal 157 

(1) Objek KSPI meliputi: 

a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau 

b . barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Objek KSPI atas barang milik daerahmeliputi: 

a. tan.ah dan/atau bangunan; 

h. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan; atau 

c. selain tanah dan/ atau bangunan. 

Bagian Kelima 

Jangka Waktu KSPI 

Pasal 158 

(1) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima 

puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) ditetapkan oleh W alikota. 

(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah dan perpanjangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian KSPI 

atas barang milik daerah. 
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Pasal 159 

(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila 

terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah 

yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan 

keamanan. 

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enarn) 

bulan setelah government force majeure terjadi. 

( 1) 

Bagian Keenam 

Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pasal 160 

Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas: 

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang 

dibangun oleh mitra KSPI; dan 

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 

ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus 

disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 161 

(1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan 

(claw back) ditetapkan oleh W alikota. 

(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh 

Walikota. 

(3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara 

lain: 

a. nilai investasi pemerintah daerah; 

b. nilai investasi mitra KSPI; 

c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan 

d. karakteristik infrastruktur. 
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Bagian Ketujuh 

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur 

Pasal 162 

(1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah 

berupa: 

(2) 

a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; 

b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/ atau 

peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/ atau kualitas 

infrastruktur; dan/ a tau 

C. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/ atau 

peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/ atau kualitas 

infrastruktur lainnya. 

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI 

atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai 

perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. 

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra 

KSPI atas barang milik daerahkepada PJPK. 

( 1) 

(2) 

Pasal 163 

PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI 

atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat 

(3) kepada Walikota. 

Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta 

fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada 

pemerintah daerah. 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 164 

Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang meliputi: 

a. permohonan; 

b. penelitian administrasi; 
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c. pembentukan Tim dan penilaian; 

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian 

kelebihan keuntungan ( claw back); 

e. penerbitan keputusan; 

f. penyerahan barang milik daerah dari W alikota kepada Penanggung 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

1. 

( 1) 

Jawab proyek KSPI; 

pemilihan mitra; 

penandatanganan perjanjian; 

pelaksanaan; 

pengamanan dan pemeliharaan; 

pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan 

pengakhiran. 

Pasal 165 

KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat 

dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang 

disampaikan secara tertulis kepada Walikota. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memuat data dan informasi mengenai: 

a. 

b. 

C. 

d . 

e. 

f. 

identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/penunjukkannya; 

latar belakang permohonan; 

barang milik daerahyang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara 

lain jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah; 

rencana peruntukan KSPI; 

jangka waktu KSPI; dan 

estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan {clawback). 

Pasal 166 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dilengkapi 

dokumen pendukung berupa: 

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI; 

b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan 

c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari 

Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b paling 

sedikit memuat: 
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a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI; 

b . dasar penunjukan/penetapan; 

c . barang milik daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai 

objek KSPI; 

d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan 

e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 167 

(1) Walikota melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang 

diajukan oleh PJPK. 

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana 

I\_ dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa barang milik daerah dapat 

__,. dilakukan KSPI, Walikota: 

a. membentuk Tim KSPI; dan 

b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik 

daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar 

atas barang milik daerah bersangkutan. 

Pasal 168 

(1) Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf a 

berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain: 

a. 

b. 

C. 

Pengelola Barang; 

Perwakilan dari SKPDterkait; dan 

Perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik 

daerah. 

(2) Togas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a . melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan 

menjadi objek KSPI; 

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b; dan 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota. 

(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI 

dibebankan pada APBD. 

(4) Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang 

berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas. 
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Pasal 169 

(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 

dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 161. 

(2) Walikota menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian 

kelebihan keuntungan (clawback) dengan mempertimbangkan 

perhitungan Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam surat 

persetujuan KSPI. 

(3) Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan 

keuntungan (clawback) yang ditetapkan Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender. 

Pasal 170 

.,,..,, (1) Walikota menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI 

dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas 

Tim KSPI. 

(2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang

kurangnya memuat: 

a . data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 

b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur; 

c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback); 

d. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan 

e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah. 

(3) Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Pengelola Barang. 

(4) Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, Walikota 

memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya. 

Pasal 171 

(1) Walikota menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 

kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1). 

(2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh 

Walikota dan PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah. 

(3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas 
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barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang 

milik daerah. 

Pasal 172 

( 1) PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah menetapkan 

mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama 

pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. 

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur 

atas barang milik daerah kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan 

setelah tanggal ditetapkan. 

Pasal 173 

-- (1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan 

mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender. 

(2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun 

terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI. 

Pasal 174 

(1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 

ayat (1), PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik 

daerahyang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI. 

(2) 

(3) 

(1) 

Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 

(BAST) yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan 

mitra KSPI. 

Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik 

daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 

PJPK Penyediaan 

Pasal 175 

Infrastruktur melaporkan pelaksanaan 

penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

173 ayat ( 1) dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra KSPI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) kepada Walikota 

dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Serita Acara 

Serah Terima (BAST). 
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(2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum 

ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

173 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh 

mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) 

tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI at.as barang milik 

daerah. 

Pasal 176 

(1) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat: 

a . dasar perjanjian; 

b. identitas para pihak; 

C. barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan; 

d. peruntukan pemanfaatan; 

e. hak dan kewajiban; 

f. jangka waktu pemanfaatan; 

g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; 

h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan; 

i. sanksi; dan 

j. penyelesaian perselisihan. 

(2) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 

(1) 
Pasal 177 

Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan. 

pemeliharaan at.as: 

a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan 

b. · barang hasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan 

perjanjian. 

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik 

daerah yang menjadi objek dan basil KSPI atas barang milik daerah. 

(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi 

objek KSPI dan hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam 
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keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna. 

(5) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya 

jangka waktu KSPI. 

(6) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) menjadi be ban mitra KSPI. 

Pasal 178 

( 1) Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang menjadi 

objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian. 

(2) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik 

daerah objek KSPI. 

Pasal 179 

(1) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 

(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah 

paling lambat 31 Maret. 

(2) Bagi.an pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 

(clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu 

perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum 

Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka 

waktu perjanjian. 

~ , (3) Bagi.an pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 

(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra 

KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang 

diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai. 

Pasal 180 

KSPI atas barang milik daerah bera.khir dalam hal: 

a. bera.khirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; 

b. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak 

oleh Walikota; atau 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 



90 

Pasal 181 

(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Walikota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 180 huruf b , dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas 

barang milik daerah: 

a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas 

barang milik daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai 

(clawback); atau 

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimarta dimaksud 

pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 

(2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

oleh W alikota berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang 

dan/atau Pengguna Barang secara tertulis. 

(1) 

Pasal 182 

Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 181, diawali dengan penerbitan teguran tertulis 

pertama kepada mitra KSPI oleh Walikota. 

(2) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

teguran tertulis pertama diterbitkan, Walikota menerbitkan teguran 

tertulis kedua. 

(3) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

teguran tertulis kedua diterbitkan, Walikota menerbitkan teguran 

tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. 

(4) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

teguran tertulis ketiga diterbitkan, Walikota menerbitkan surat 

pengakhiran KSPI. 

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditembuskan kepada PJPK. 

(6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Walikota dengan 

tembusan PJPKberdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian 

KSPI. 
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Pasal 183 

(1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 

(dua) tahun sebelumjangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

audit oleh auditor independen/ aparat pengawasan intern pemerintah 

atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan 

permintaan PJPK. 

(3) Auditor independen/ aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPK 

penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah. · 

(4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada mitra KSPI. 

f\ (5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan melaporkannya kepada PJPK. 

Pasal 184 

(1) Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 

pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak 

digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. 

(2) Dalarn hal terdapat infrastruktur basil KSPI atas barang milik daerah, 

mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek 

KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 

f\ dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 185 

Dalam hal masih terdapat basil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh 

mitra KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 184, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan 

selesai. 

Pasal 186 

( 1) PJPK melaporkan kepada W alikota: 

a . berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180; 

b. basil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3); dan 

c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 185. 
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(3) PJPK menyerahkan kepada Walikota: 

a . objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1); dan 

b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184ayat (2). 

Bagian Kesembilan 

Penatausahaan 

Pasal 187 

(1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 

atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 

atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

Pasal 188 

(1) Mitra KSPlmelaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan 

daerah atas KSPI kepada Walikota sesuai perjanjian dengan dilampiri 

bukti penyetoran pendapatan daerah. 

(2) Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI. 

( 1) 

Bagian Kesepuluh 

Sanksi Dan Denda 

Pasal 189 

Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau 

melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas 

pembagian keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, 

mitra KSPI atas barang milik daerah wajib membayar denda 

sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. 

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 190 

(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara 

dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI memperbaiki 

sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. 
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(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus sudah selesai 

dilaksanakan paling lam.bat pada saat berakhirnya masa KSPI atas 

barang milik daerah. 

Pasal 191 

(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang selama 

pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, 

mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama 

atau barang yang sejenis dan setara. 

(2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya 

KSPI. 

Pasal 192 

( 1) Dalam hal perbaik:.m dan/ atau penggantian barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 191 tidak dapat 

dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/ atau penggantian 

tersebut secara tunai. 

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh PJPK. 

Pasal 193 

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dilakukan 

dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) 

bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalamPasal 

192 ayat (2). 

Pasal 194 

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal: 

a. belum melakukan perbaikan dan/ atau penggantian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 192 dan Pasal 193 pada saat berakhirnya KSPI; 

atau 

b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 

dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI. 



94 

Pasal 195 

(1) Dalarn hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 193 belum dilakukan 

terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 194, mitra dikenakan sanksi administratif berupa 

surat peringatan. 

(2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/ atau penyerahan barang milik 

daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat 

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mitra dikenakan 

sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah 

perjanjian . 

. r----.. Pasal 196 

·· ..,, Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) tidak 

dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

~ 

Bagian Kesebelas 

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 197 

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 164 sampai dengan 

Pasal 196 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI 

pada Pengguna Ba.rang. 

Pasal 198 

W alikota melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah 

yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pemyataan dari 

Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak 

sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang. 
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BAB VIII 

PINJAM PAK.AI 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 152 

(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak 

dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang; dan 

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan daerah. 

f\ (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek 

pinjam pakai. 

Bagian Kedua 

Pihak Pelaksana Pinjam Pakai 

Pasal 153 

(1) Pinjam pakai barang rnilik daerah dilaksanakan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

(2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh: 

a. 

b. 

Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; dan 

Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 

mendapatkan persetujuan W alikota. 

(4) Terhadap Barang Milik Daerah yang akan dipinjam pakaikan, dalam 

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 18, dapat dilakukan serah 

terima sementara antara Pengguna Barang/Pengelola Barang dengan 

peminjam pakai, mendahului persetujuan/penetapan Pinjam Pakai dari 

W alikota/Pengelola Barang. 
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Bagian Ketiga 

Objek Pinjam Pakai 

Pasal 154 

(1) Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada 

pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

(2) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk 

sebagian atau keseluruhannya. 

Bagian Keempat 

Jangka Waktu Pinjam Pakai 

Pasal 155 

(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) 

tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1). 

(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan 

perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka 

waktu pin jam pakai berakhir. 

,...,.----...\ (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai 

disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , proses pinjam pakai 

dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru. 

Bagian Kelima 

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 

Pasal 156 

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah 

bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan 

fungsi dan/ atau penurunan nilai barang milik daerah. 

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 
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a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi 

dasar barang milik daerah; atau 

b. disertai dengan perubahan bentuk dan/ atau konstruksi dasar 

barang milik daerah. 

(3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) , dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan 

bentuk oleh peminjam pakai kepada: 

a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerahyang berada pada 

Pengguna Barang. 

(4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

/\ ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota. 

Bagian Keenam 

Perjanjian Pinjam Pakai 

Pasal 157 

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 

ditandatangani oleh: 

(3) 

a. Peminjam pakai dan Walikota, untuk barang milik daerah yang 

berada pada Pengelola Barang; dan 

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah 

yang berada pada Pengguna Barang. 

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. dasar perjanjian; 

c . identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 

d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka 

waktu; 

e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; 

f. hak dan kewajiban para pihak; dan 

g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
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Bagian Ketujuh 

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai 

Barang MilikDaerah PadaPengelola Barang 

Pasal 158 

( 1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pin jam pakai kepada 

Pengelola Barang. 

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi: 

a . kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang 

milik daerah; 

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 

c. jangka waktu pinjam pakai. 

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar 

pertimbangan Walikota dalam memberikan persetujuan/penolakan atas 

permohonan pinjam pakai. 

Pasal 159 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 

ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam 

pakai kepada Walikota. 

(2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat: 

a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; 

b. identitas peminjam pakai; 

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; 

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan 

e. jangka waktu pinjam pakai. 

(3) Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/ atau bangunan atau 

sebagian tan.ah dan/ atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi 

tanah dan/ atau bangunan. 

(4) Apabila objek pinjam pakai berupa selain tan.ah dan/atau bangunan, 

rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah. 
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Pasal 160 

(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Walikota atas permohonan 

pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: 

(2) 

(3) 

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau 

tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; 

dan 

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah 

pusat/pemerintahan daerah lainnya. 

Apabila Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai, Walikota 

menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. 

Surat persetujuan Walikota sebagairnana dimaksud pada ayat (2}, paling 

sedikit memuat: 

a. identitas peminjam pakai; 

b. data objek pinjam pakai; 

c. jangka waktu pinjam pakai; dan 

d . kewajiban peminjam pakai. 

(4) Apabila Walikota tidak menyetujui pennohonan pinjam pakai, Walikota 

menerbitkan surat penolakan pinjarn pakai kepada calon peminjam 

pakai dengan disertai alasan. 

Pasal 161 

( 1) Pelaksanaan pin jam pakai barang milik daerah dituangkan dalam 

,r""\ perjanjian pin jam pakai yang ditandatangani oleh W alikota dan 

Peminjam pakai. 

(2l Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaldanjuti dengan 

penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam 

pakai yang dituangkan dalarn Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 162 

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara 

dan mengarnankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan 

pada Peminjam pakai. 

(2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 

memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau 

memperpanjang pinjam pakai. 
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(3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, pemmJam pakai 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai 

kepada Pengelola Barang. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan 

perpanjangan pinjam pakai kepada Walikota. 

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilampiri dengan: 

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Walikota; 

b. surat pemyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 

masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan 

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan 

pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pasal 163 

(1) Dalam hal peminjam pakaiakan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa 

pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada 

Pengelola Barang. 

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang 

ditandatangani Peminjam Pakai dengan Pengelola Barang. 

(3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 

n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota. 

Bagi.an Kedelapan 

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai 

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 

Pasal 164 

( 1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada 

Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pengelola 

Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan 

melampirkan: 

a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; 
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b. surat pemyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan 

pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

c . data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk 

barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang. 

(3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang

kurangnya memuat: 

a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; 

b. identitas peminjam pakai; 

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; 

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas 

dan lokasi tanah daniatau bangunan; dan 

e . jangka waktu pinjam pakai. 

Pasal 165 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan 

pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

164 ayat (2}. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang 

milik daerah; 

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 

c . jangka waktu pinjarn pakai. 

~ (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

Walikota sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan 

perrnohonan persetujuan pinjam pakai oleh Walikota. 

Pasal 166 

(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Walikota atas permohonan 

pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau 

tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah; 

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah 

pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan 

c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak 

ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai. 



102 

(2) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), Walikota menerbitkan surat 

persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat: 

a . identitas peminjam pakai; 

b. data barang milik daerah objek pinjam pakai; 

c. jangka waktu pinjam pakai; dan 

d . kewajiban peminjam pakai. 

(3) Dalam hal Walikota tidak menyetujui pennohonan pmJarn pakai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), Walikota melalui 

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 

alasannya. 

(1} 
Pasal 167 

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara 

Pengelola Barang dengan peminjam pakai. 

(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3) 

ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna 

Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Serita Acara 

Serah Terima (BAST) yang ditandatangani pengguna barang dengan 

peminjam pakai. 

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara 

dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. 

(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 

memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau 

memperpanjang pinjam pakai. 

(5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai 

kepada Pengguna Barang. 

(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan pennohonan persetujuan 

perpanjangan pin jam pakai kepada W alikota melalui Pengelola Barang. 

(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: 

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Walikota; 
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b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 

masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan 

c. surat pemyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan 

pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai 

dilaksanakan oleh Pengguna Barang. 

(8) Fotokopi Perjanjian pinjam pakai barang milik daerah dan fotocopi 

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud ayat (2) 

kepada Pengelola barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara 

Serah Terima (BAST). 

Pasal 168 

(1) Dalam hal peminjam pakaiakan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa 

pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada 

Pengguna Barang. 

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang 

ditandatangani Peminjam Pakai dengan Pengguna Barang. 

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang. 

(4) Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada 

0 ayat (2) disampaikan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui 

Pejabat Penatausahaan Barangpaling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST). 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 169 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pemanfaatan sewa Barang 

Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat 

yang berwenang dapat melakukannya berdasarkan ketentuan sebelumnya, 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini. 
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BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 170 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kota Blitar. 

Diundangkan di Blitar 

Pada tanggal 22 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

Rudy Wijonarko 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 22 Desember 2020 

WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 
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